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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 07 TA-UM 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN.MENARA TELEKOMUNIKASI

p

DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI PURBALINGGA,

bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan
pemerintah, MNegara Kesatuan Republik Indonesia dibagl atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-
daerah kabupaten dan kota, tiap-tiap daerah tersebut mempunyai
hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya;

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyvarakat, penyelenggaraan
pemerintahan daerah oerhak mengenakan pungutan berupa rajak,
retribusi maupun pungutan lainnya kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna mendukung
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan  efisiensi, dan  efektivitas  penyelenggaraan
pemerintatian, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memungut Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diatur dengan Peraturan

Daerah;
bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi  Pengencalian Menara Telekomunikasi  Di

Kabupaten Purbalingga.

Pasal 18 aya! (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabucaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indengsia Tahun 1999 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3881);



S. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(I'.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Noror 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, Dan Tanggung vawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembara~ Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norrior
125, Tambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah teberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Noraor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahurn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan i.embaran Negara Republik indonesia Nomor 4752);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan -Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 505¢);

15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundarg-Undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapar
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah: : ‘/
Q(



17.Peraturan -Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaiksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Plidana (Lembaran Negara
Repubiik Indonaesia Tanun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Peiaksanaan Kitat Undang-Undang Hukum Acara Fidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9C,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);

18 Peraturan Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Fenyelenggaraan Telekomunikasi embaran Negara Republik
IndoResia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Ncmor 3980); ,

19.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahur 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2070 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981),

0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pergawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembarar. Negaia Republik Indonesia Nomor 4503):

22 Peraturan Pernerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tanrun 2007 Nomor 82, Tambahan
| embaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4737);

23.Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentany Pengelolaan
Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 4733);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 5C Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, -Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4761),

25 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 483),

26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Dar, Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 5161); ’

o7 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, Dan Peryebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; / Qj



28 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006
tentang Perngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupater Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2007
tentang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tehun 2007 Nomor 13);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nemor 18 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturar Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Puibalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin
Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

2007 Nomor 18);

31, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purbalingga ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008

Nomor 11);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2310
ientang Organisasi Dan Tata Keria Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembparan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010 Nomer 14);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2011 Nomar 05),

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan .
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pernerintah Daerah 2dalah Pemerintah Kabupater Purbalingga.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Kantor Penanaman Modal DCan Perizinan Terpadu yang selanjutnya
disingkat KPMPT adaiah Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan

Terpadu Kabupaten Purbalingga. p
At



5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang meru ' ‘
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakuka):w ugaha ya%agk;lli';?.lstlag:rrs]'er%?r}:
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perserozan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dar delam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiurn, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial pelitk, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, dan
bentuk usaha lainnya.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibicang Retribusi Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Menarg Telekomunikasi adalah Bangunan Khusus yang berfungsi sebagai sarana

penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk

konstruksinya disesuaikan dengan keperiuan penyelenggaraan telekomunikasi.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang p_ribadi atau Badan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertertu yang merupakar, batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah. :

11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek
dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan
penaginan retribusi kepada wajib re‘ribusi serta pengawasan penyetorannya.

12 Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah bperupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Bagan.

13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan aau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatar umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutrnya disingkat SSRD adalah bukii
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bunati.

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribusi yang
terhutang. . :

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

" retribusi karena jurnlah kredit retribusi lebin besar daripada retribusi yang terutang
atau seharushya tidak terhutang. :

17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolan data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasa.rkan_
suatu standart pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

~I

perundang-undangan retribusi daerah.

daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan peratur?

)

{



19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai
dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi
serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

20.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencarj serta mengumpulkan bukti yang dergan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya,

21.Penyidik adalah Pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang.

22.Penyidik Pegawai Negeri Sipit Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerinteh Daerah yang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Azara
Pidana. ' :

23.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

. BAB il
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk
menara telekomunikasi ‘dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanar, dan

kepentingan umurn.
Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan
yang memanfaatkan ruang untuk manara telekomunikasi.

Pasa! 5

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan
yang imemperoieh jasa atas pernanfaatan ruang urtuk Menara Telekomunikasi dan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan.

BAB IIi
GOLONGAN RETR:BUSI

Pasal 6
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa

&(.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGXAT PENGGUMAAN JASA

Pasal 7 X

Tingkat penggunaan jasa diukur bérdasarkan. frekuensi pelayanan pengawasan,

pengenda_ligm, nengecekan, dan pemantau hadap perizinan menara telekomunikasi,
kead.a.an fisik meriara telekomurikasi, d poglsi kemungkinan timbuinya gangguan atas
berd:rurjya menara serta pemberian iaga keamsgan yang dilaksanakan dan diberikan oleh
Femerintah Daerah.

BAB Vv
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8 j\‘

(1 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struX{ur d}n besarnya tarif ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa)/yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitag’pehgendalian atas pelayanan tersebus.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi biaya operasional dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya |

Pasal 9 j\

Besarnya Tarif Retribusi Pengendali nara Telekomunikasi adalah 2% (dua persen)
dari nilai jual obyek pajak yang digunXan sebagai dasar penghiturgan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) merara telekomupfﬁa '

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi’ pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terhutang dipungut diseluruh
wilayah Daerah.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dilakukan
secara tunai/lunas. /0



(2)

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan di Rekening
Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang gitunjuk sesual waktu yang ditentukan

dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan
dan SKRD tambahan.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain- yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Bupati,

Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, panyelesaian pembayarar,
penundaan pembayaran dan bentuk isi STRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
ditentukan dengan Peraturan Bupati.

rasal 13

Dalam hal Wajit Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat

memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. -

Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ‘

Pasal 14

wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekornunikasi tidak dapat membayar
Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Wajib Retribusi dapat mengajukan permchonan penundaan pembayaran
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetepkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Qan Pasal 14 diberikan tanda bukti

pembayaran.

Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku
penerimaan. '

Bentuk, isi, kualitas, tuku, dan tarda bukti pembayaran Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud padea.ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, ‘

BAB Vliii
MASA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DITETAPKAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Pasal 16

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi’ adalah jangka waktu tertentu
yang rmerupakan batas waktv bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa
pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah,

Masa Retribusi untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan
selama 1 (satu) tahun.



Pasal 17

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang terjadl pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB 1X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat
diborongkan.

(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Seluruh hasil pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi disetorkan
secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari;

(4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.
'Pasafigi
(1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terhutang harus
dilunasi sekaligus.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
-dengan Surat Teguran.

2AB X
PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Surat Teguran, Surat Peringatan. atau surat iain yang sejenis diterbitkan sebagai
awal tindakan penagihan retribusi.

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 7 (tujuh) hari se;ak jatuh tempo pernbayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan,
atau surat lain yang sejenis, Wajib Petribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 21

(1) Waijib retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat mengajukan keberatan
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis daiam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas. /
Q{\



(5)

(1)

(3)

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka walktu : '
N paling lama 3 (tiga) bulan seja
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat m(engur)ljukan bahjwz

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi'di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan - keberatan tidak menunda. kewajihan membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajio Retribusi bahwa keberatan yang dlajuken harus diberi
keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasa' 23

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagaian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12

(dua belas) bulan,

imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejek bulan pelurasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayararn Retribusi

Pasal 24

Atas kelebihan pembayaran retribusi, ‘Wajib Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus membperikan «eputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak mernberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk/;

melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

{,



(2)

(3)

Pengembalian pembayz retribusi i

ngem yaran retribusi sebagaimana dimaksud pad i

. 0 .. a '
dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkgnny: )‘lsa}EF(;E%ﬁgakUkan

Apabila pengembalian kelebiha
/ peng 2 n pemtayaran retribusi dilakukan sete
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Peiabat yang ditunjuk memberlka:wali.lmtlae;av!\;xant

bunga sebesar 2 % (d
~ 2 ua persen atas ket : "y
retribus. (duag ) sebulari atas keterlambatan pembayaran kelecihan

Bagian Ketiga
Pengurangan dan Keringanar

Pasal 25

Bupati atau Pe;.iil roniuk "

vl yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi

Pengendalian Ménara Telekomunikasi da ikan ¢ : e nibus!
g pat inemberikan pen i

dan bembeb.. .an retribusi. pengurangan, keringanan,

Pemberian  angurangan, kerin ibusi
. . gar, ganan, dan pembebasan retribusi sebagairnana
dimaksud pa a ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pemberian ~eringanan sebagai i
\ gaimana dimaksud paca ayat (1) dapat berupa
angsuran p- ‘nbayaran retribusi atau penundaan pernbayaran retribu)si. : P

Bupati atai. Pejabat vang ditunjuk mempunyar kewenangan untuk mengadakan

' pemeriksaa 1 lapangan ke objek, subjek, dan/atau Wajib Retribusi dalam rangka

(5)

pengii: . ulan daia atau sebagai bahan peitimbangan dalam pengambilan
keputusan,

Kegutuwn dan tata cara mengajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
retribusi sar .1 alau sebagaimana dimaksud ketentuan Keberatan dalam Pasal 21,
22, dan Pasui 23 '

Bagian Keempat
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 25

Hak untuk melakukan peragihan retribusi menjadi kadaiuwarsa setelah waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuall jlka Wajib Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

jika:

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung. '

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannyz menyatakan masih
mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dapat giketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permchonan keberatan oleh Waijib Retribusi.



(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

S

e

Pasal 27 s

F'iutan'g Retribusi yang tidak mungkin ditagih iagi karena hak: untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada,ayat (1).

Tgta cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaiuwarsa sebagaimara
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xi
PEMERIKSAAN

Pasal 28

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan .untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan dan Retribusi.
Wajib Retribusi yang diperiksa waijib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjarnkan Suku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi

yang terutang. .
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

¢. memberikan keterangan vang diperfukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. pemeriksaan retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB Xil
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar

" pencapaian kinerja tertentu.

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar §% (lima
persen) dari target yang teiah ditetapkan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzah Kabupaten Purbalingga.

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Xii
SANKS!I ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalarn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.
Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan

sanksi pencabutan Izin Pendirian Menara Teiekomunikasi. / /

P



(4)

" diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. /p

Sanksi pencabutan [zin Pendirian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada”ayat (2) depat ditetapkan pada Qrang/Badan Usaha yang tidak memenuhi
kewajiban dan/atau melanggar :arangan.

Tata cara pemberian sanksi administrasi giatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN - .

Fasal 31

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu dilingkungan Femerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpuikan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas,

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukar. sehubungan dengan tindak
pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan barang bukti cari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dan dokumen-dokumen [ain berkenaan
dengan tindak pidana retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

¢ meminta bantuan teriaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana retribusi; N

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggakan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas
seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
retribusi menrurut hukum yang dapat dinertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik pejabat Polisi Negara Republik ndonesia, sesuai dergan ketentuan yang

!



BAB XV
KETENTIUAN PIDANA

Pasal 32
(1) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekcmunikasi yang tidak melaksanakan
ketentuan dalam Peraturan Daerah in! sehingga merugikan keuangan daerah

diancam pidana kurungan raiing lama 2 (tiga; bulan atau denda paling banyak 3 (tiga)
kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Daerah iri diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini ;nuiai berlaku pada tanggal diungangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

DISE LU
Dengan Keputusan DPRD Kabupa!an
Purbalingga Di O benl:
. itetapkan di Purbalingga
Hegori 190~ 01 Tahun a1 Tanggai (8~ | = %0t alingga
v Dewan Perwakilan Rakya:: Dazran Kabupatea pada tanggal 12 Jenwari 2612
| a
PR oS BUPATI PURBALINGGA,
Cap 1ltg ) o
TASDI, SHK MM .y

% HERU SUDJATMOKO /é

Diundangkan di Purbalinggza
pzGr tongonl 43 Jommari 2012

Plt. SEXRETARIS DAERAH,
Asicten Admidstrasi

Pembizz Uikmpe thaa
VIR, 195510CE 158016 1 02

L

CEVIARAL DAFRAH KARUPATEN PURBALINGGA
TAHUM 2612 HOMOR @7
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PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUFATEN PURBALINGGA
NOMOR o1 - TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA

. UMUM

Keberadaan menara telekomunikasi di Kabuoaten Purbalingga memiliki potensi yang
relatif besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal
agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Dasrah dan masyarakat
Kabunaten Purbalingga. Sementara itu, selama iri Pemerintan Kabupaten Purbalingga
belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus rnengatur mengenai pendirian menara
telekomunikasi. Padahal permasalahan pendirian menara telekomunikasi sangat
kompleks darn menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi.
Apabila keberadaar menara telekomunixasi tidak diperikan perhatian yang memadai,
dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang
dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara
telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidek dilindungi secara
hukum atas keberadaan menara. Apabila menara tidak dilindungi, akan berdampak pada
terganggunya masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi. Agar sama-sama
berjalan dengan baik dan tidak saling dirugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan
kuat di Daerah yang mengatur mengenai menara teiecomunixasi.

Pada prinsipnya, materi Peraturan Daerah ini mengatur 2 hal yaitu pengaturan
secara umum mengenai pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan
pengelolaan menara serta pengaturan retiibusi pengendalian menara. Pada hakekatnya,
dalam pemungutan retribusi pengendalian menara terkait erat dan sulit dipisahkan
dengan pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan pengelolaan
menara. .

Dalam Peraturan Daerah ini, antara lain diatur:

1. Setiap orang dan/atau Badan vang akan/sebelum melakukan pembangunan menara
wajib memiliki Izin Prinsip, [zin Gangguan, dan IMB Menara dari Bupati;

2. Pemberian lzin Prinsip, Izin Gangguan, dar IMB Menara wajib memperhatikan
ketentuan perundang-undangan tentang penataen ruang, aspek keamanan, dan
kepentingan umum;

3. Dalam pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara Bupati melimpahkan
kewenangannya kepada Satuan Keria Perangkat Daerah vang mempunyai tugas di
bidang perizinan terpadu.

Ci samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai mekanisme,
persyaratan, masa berlaku perizinan menara, tata cara perubahan perizinan menara, hak,
kewajiban, dan larangan pemohon izin, jangka waktu penyelesaian perizinan menara,
kelaikan fungsi menara, pengelolaan menara, penggunaan menara bersama, zona
larangan pembangunan menara. Pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal tersebut
adalah dalam rangka mermberikan efektivitas dan efisiensi penerapan Peraturan Daerah
ini jika kelak sudah diberlakukar. Diharapkan, begitu Peraturan Dazrah ini disetujui
menjadi Peraturan Daerah dan diundangkar daiam Lembaran Daerah, maka Peraturan
Daerah tersebut segera dilaksanakan.

Dalam pengaturan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berpedoman
pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan !zin Gangguan di



Daerah dan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkeinfo dan Kepala BKPM
Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2008, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, dan
Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi,

Sementara itu, dasar hukum pengenaan retribusi adalah Pasal 110 UU Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif retribusi adalah
2% dari NJOP Menara. Secara substansi, setiap penyedia menara, pemilik menara, dan
penguuna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menagunakan menara tanpa
dilengkapi izin Gangguan dan IMB Menara, Selain dikenakan sarksi pidana dan/atau
denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, juga dikenakan sanksi berupa
peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan
umum; penutupan lokasi; pencabutan perizinan; pembatalan perizinan; pembongkaran
bangunan; pemutusan aliran alirar. listrik; dan/atau pemulihan fungsi ruang. Dalam
melakukan pemutusan aliran listrik tersebut, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan
PT PLN yang benvenang. :

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas. .
Pasald . Cukup jelas.
Pasal 7 ' Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan

dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kamudahan perhitungan, “arif
retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak
yang digunakan sebagai dasar perhitungan ‘Pajak Bumi dan Bangunan
menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas
Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara

telekomunikasi ditetapkan oleh instansi pengelola pajak (xantor pajak).
Pasal 10 - Cukup jelas.
Pasal 11 . Cukup jelas,
‘Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 . Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.



Pasai 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33

Pasal 34

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
:Cukupjgmsf
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.



